
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 
NOMOR : 13 /PRT/M/2006. 

 
TENTANG 

 
ORGANISASI  DAN  TATA  KERJA 

BALAI WILAYAH SUNGAI. 
 
 

MENTERI PEKERJAAN UMUM, 
 

Menimbang  :  bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang meliputi 
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan 
pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, dipandang perlu 
menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Wilayah Sungai (BWS);  

 
Mengingat      :    1.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005  

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,  Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor : 62 Tahun 2005; 

 
2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 

tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara 
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor :  66 Tahun 
2006; 

 
3 Keputusan MENPAN Nomor : 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang 

Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 
Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen; 

 
4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005  

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan 
Umum. 

 
Memperhatikan  : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam 

surat Nomor  :  B/1616/M.PAN/6/2006  tanggal 28  Juli  2006; 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI WILAYAH 
SUNGAI. 

 
 

BAB I 
 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TIPOLOGI 
 

Pasal  1 
 

(1) Balai Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya 
air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah 
sungai, yang berada di bawah dan bertanggung  jawab kepada  Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air melalui direktur terkait. 

   
(2) Balai Wilayah Sungai dipimpin oleh seorang Kepala. 
 

Pasal  2 
 
Balai Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka 
konsevasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak 
air pada wilayah sungai. 
 

Pasal  3 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Wilayah Sungai   
menyelenggarakan fungsi : 
 
a.  penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 
b.  penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada 

wilayah sungai; 
c.  pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 
d.  penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, 

penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai; 
e.  operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai; 
f.  pengelolaan sistem hidrologi; 
g.  penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air; 
h.  fasilitasi kegiatam Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai; 
i.  pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; 
j.  pelaksanaan ketatausahaan Balai Wilayah Sungai. 
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Pasal 4 
 

Balai Wilayah Sungai terdiri dari 2 (dua) Tipe : 
 
a. Balai Wilayah Sungai Tipe A 
b. Balai Wilayah Sungai Tipe B 

 
 

BAB II 
 

SUSUNAN ORGANISASI 
 

Bagian Pertama 
 

Balai Wilayah Sungai Tipe A. 
 

Pasal 5 
 

Balai Wilayah Sungai Tipe A  terdiri  dari : 
 
a. Subbagian Tata Usaha; 
b. Seksi Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan; 
c. Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air; 
d. Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air; 
e. Kelompok Jabatan Fungsional; 
 

Pasal  6 
 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan 
anggaran serta memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di 
lingkungan Balai Wilayah Sungai. 

 
(2) Seksi Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan 

penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan 
serta penyediaan data dan informasi sumber daya air. 

 
(3) Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melakukan konservasi 

sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, 
perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi 
dan pemeliharaan jaringan sumber air. 

 
(4) Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melakukan 

pendayagunaan sumber daya air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, 
penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan pemanfaatan air. 
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Bagian Kedua 
 

Balai Wilayah Sungai Tipe B 
 

Pasal 7 
 

Balai Wilayah Sungai (BWS)  Tipe B terdiri  dari : 
 
a.  Subbagian Tata Usaha; 
b.  Seksi  Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan; 
c.  Seksi  Pelaksanaan   Jaringan Sumber Air dan Jaringan Pemanfaatan Air; 
d.  Kelompok Jabatan Fungsional; 
  

Pasal  8 
 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan 
anggaran serta memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di 
lingkungan Balai Wilayah Sungai. 

 
(2) Seksi Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan 

penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan 
serta penyediaan data dan informasi sumber daya air. 

 
(3) Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air dan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai 

tugas melakukan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, 
pengendalian daya rusak air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan 
rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber air dan jaringan 
pemanfaatan air. 

 
 

BAB III 
 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
 

Pasal 9 
 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan 
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 

Pasal  10 
 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi 

dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 
 
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatas melaksanakan kegiatan sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai. 
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(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

 
 
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  diatur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
  

BAB  IV 
 

T A T A    K E R J A 
 

Pasal  11 
 

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Balai Wilayah Sungai wajib melakukan koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi dengan Eselon II terkait. 

 
Pasal  12 

 
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan 
Fungsional  wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di 
lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja, dan instansi lain terkait  sesuai 
dengan tugas masing-masing.  
  

Pasal  13 
 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-
masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah  yang 
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 14 
 
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas 
bawahan. 
 

Pasal 15 
 
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung 
jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada 
waktunya. 
 

Pasal  16 
 

Setiap Pejabat Fungsional bertanggungjawab didalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
substansi kegiatannya serta wajib mengikuti, mematuhi peraturan yang berlaku dan wajib 
menyampaikan laporan kepada pimpinan Balai mengenai kegiatan yang telah dilakukan / 
dikerjakan. 
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Pasal 17 

 
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah 
dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut. 
 
 

Pasal 18 
 

Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menyusun laporan berkala Balai. 
 
 

Pasal 19 
 

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula 
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

 
 

Pasal 20 
 

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan 
organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib 
mengadakan rapat berkala. 
 
 
 

BAB V 
 

ESELONISASI 
 

Pasal  21 
 
(1) Kepala Balai Wilayah Sungai adalah jabatan eselon III.a. 
 
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi  adalah jabatan eselon IV.a. 
 
 

BAB  V I 
 

L  O  K  A  S  I 
 

Pasal 22 
 

Sejak ditetapkan peraturan ini Balai Wilayah Sungai Tipe A terdapat di 17 (tujuh belas) 
lokasi dan Tipe B terdapat di 7 (tujuh) sebagaimana tercantum pada Lampiran  I Peraturan 
ini. 
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BAB VII 
 

KETENTUAN  PENUTUP 
 

Pasal 23 
 

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri 
Pekerjaan Umum setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. 
 

Pasal 24 
 
Dengan berlakunya peraturan ini segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak 
berlaku. 
 

Pasal  25 
 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
 
 Ditetapkan  di :     J  a  k  a  r  t  a. 

Pada tanggal :     17 Juli   2006               
  
 MENTERI PEKERJAAN UMUM 

 
 
 
 

DJOKO KIRMANTO. 
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BALAI WILAYAH SUNGAI  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR 

 
 

NO 
 

NAMA BALAI 
 

LOKASI 
 

WIL. KERJA 
  

I 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 

5. 
6. 
7. 
 

8. 
 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
12. 
13. 
14. 

 
15. 
16. 

 
 
 

17. 

 
TIPE A 
 
BWS SUMATERA  I. 
 
 
 
BWS SUMATERA II 
 
 
 
 
BWS SUMATERA  III. 
 
 
BWS SUMATERA  V 
 
BWS SUMATERA  VI 
BWS SUMATERA  VII 
BWS SUMATERA  VIII 
 
BWS MESUJI – 
SEKAMPUNG. 
 
BWS CIDANAU–CIUJUNG–
CIDURIAN 
BWS CILIWUNG – 
CISADANE. 
BWS CITARUM. 
BWS BALI – PENIDA. 
BWS NUSA TENGGARA  I. 
BWS KALIMANTAN  II. 
 
BWS KALIMANTAN  III. 
BWS SULAWESI  III. 
 
 
 
BWS POMPENGAN- 
JENEBERANG 

 
 
 
BANDA ACEH 
 
 
 
MEDAN 
 
 
 
 
PEKANBARU 
 
 
PADANG 
 
JAMBI 
BENGKULU 
PALEMBANG 
 
BANDAR LAMPUNG 
 
 
SERANG 
 
JAKARTA 
 
BANDUNG 
DENPASAR 
MATARAM 
KUALA KAPUAS 
 
SAMARINDA 
PALU 
 
 
 
MAKASSAR 

 
 
 
WS MEUREUDU-BARO, WS 
JAMBO-AYE, WS WOYLA-
SEUNAGAN, WS TRIPA-
BATEU, WS ALAS-SINGKIL 
WS BELAWAN-ULAR-
PADANG, WS TOBA-ASAHAN, 
WS BATANG ANGKOLA-
BATANG GADIS, WS BATANG 
NATAL-BATANG BATAHAN 
WS ROKAN, WS SIAK, WS 
KAMPAR, WS INDRAGIRI, WS 
RETEH 
WS ANAI-KURANJI-ARAU-
MANGAU-ANTOKAN 
WS BATANGHARI 
WS AIR MAJUNTO-SEBELAT 
WS SUGIHAN, WS MUSI, WS 
BANYUASIN 
WS MESUJI-TULANG 
BAWANG, WS WAY SEPUTIH-
WAY SEKAMPUNG 
WS CIDANAU-CIUJUNG-
CIDURIAN 
WS CILIWUNG-CISADANE, WS 
KEP. SERIBU 
WS CITARUM 
WS BALI-PENIDA 
WS P. LOMBOK 
WS SERUYAN, WS KAHAYAN, 
WS BARITO-KAPUAS 
WS SESAYAP, WS MAHAKAM 
WS PALU-LARIANG, WS 
PARIGI-PASO, WS LAA-
TAMBALAKO, WS KALUKU-
KARAMA 
WS POMPENGAN-LARONA, 
WS SADANG, WS WALANAE-
CENRANAE, WS JENEBERANG, 
WS LASOLO-SAMPARA 

LAMPIRAN  I   :   PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM. 
                              NOMOR :    . .. /PRT/M/2006 
                              TANGGAL :         Juli   2006. 
 



FILE : TUPOKSI BALAI SDA III.A 

9

 
 
 
 

  
 

 
NO 

 
NAMA BALAI 

 
LOKASI 

 
WIL. KERJA 

 
 

II 
 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 
 

7. 

 
 
TIPE B 
 
BWS SUMATERA  IV 
 
BWS NUSA TENGGARA  II. 
 
 
BWS KALIMANTAN  I. 
 
 
BWS SULAWESI  I. 
 
 
BWS SULAWESI  II. 
 
 
BWS MALUKU. 
 
 
 
BWS PAPUA. 

 
 
 
 
BATAM 
 
KUPANG 
 
 
PONTIANAK 
 
 
MANADO 
 
 
GORONTALO 
 
 
AMBON 
 
 
 
JAYAPURA 

 
 
 
 
WS P. BATAM-P. BINTAN 
 
WS  AESESA, WS BENANAIN, WS NEO-
MINA 
 
WS KAPUAS, WS PAWAN, WS JELAI 
KENDAWANGAN 
 
WS SANGIHE TALAUD, WS 
TONDANO-LIKUPANG, WS DUMOGA-
SANGKUB 
 
WS LIMBOTO-BULANGO-BONE, WS 
PAGUYAMAN, WS RANDANGAN 
 
WS P. BURU, WS P. AMBON-SERAM, 
WS KEP. KEI-ARU, WS KEP. 
YAMDENA-WETAR 
 
WS MEMBERAMO, WS EINLANDEN-
DIGUL-BIKUMA 

 
 
 

 Ditetapkan  di :     J  a  k  a  r  t  a. 
Pada tanggal :         Juli  2006               

  
 MENTERI PEKERJAAN UMUM 

 
 
 
 

DJOKO KIRMANTO. 
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